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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengelolaan dana partai 

politik berbasis digital dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

demokrasi, dengan fokus pada kewajiban menyediakan informasi publik berupa 

laporan keuangan partai yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana 

Pasal 15 huruf d Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP). Meskipun 

transparansi menjadi pilar good governance, namun masih terjadi kesenjangan 

dimana kurangnya aksesibilitas informasi keuangan partai yang memadai bagi 

publik serta ketergantungan pada prosedur manual yang rentan terhadap potensi 

penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, terurai permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu mengapa pengelolaan dana partai berbasis digital diperlukan untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik serta bagaimana 

kerangka regulasi dapat mengakomodir digitalisasi tersebut. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yang 

menggabungkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menganalisis dokumen hukum berupa perundang-undangan dan mengamati 

publikasi informasi keuangan partai dalam website resminya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana partai politik 

berbasis digital tidak hanya mendesak untuk mewujudkan transparansi, tetapi juga 

untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Perlu adanya 

standarisasi laporan keuangan dengan mewajibkan partai politik menggunakan 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 agar laporan keuangan partai 

politik seragam serta publikasi laporan keuangan haruslah dilakukan pada masing-

masing situs resmi partai politik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. 

Pasal yang ideal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus mencakup 

kewajiban partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka 

melalui platform digital yang dapat diakses publik secara berkala mulai dari tahap 

perencanaan,pelaksanaan, dan laporan, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi 

partai politik yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, digitalisasi 

pengelolaan dana partai politik diharapkan dapat menciptakan sistem demokrasi 

yang lebih bersih dan memiliki kredibilitas di Indonesia. 

Kata Kunci: Digitalisasi, Pengelolaan Dana Partai Politik, Transparansi. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to examine the urgency of digital-based political party 

fund management in realizing democratic transparency and accountability, with a 

focus on the obligation to provide public information in the form of party financial 

reports sourced from the APBN and / or APBD as Article 15 letter d of the Freedom 

of Information Law (UU KIP). Although transparency is a pillar of good 

governance, there is still a gap where the lack of accessibility of adequate party 

financial information for the public and reliance on manual procedures that are 

vulnerable to potential misuse of funds. Therefore, the problems in this study are 

why digital-based party fund management is needed to increase transparency and 

accountability of political parties and how the regulatory framework can 

accommodate the digitalization. 

To answer these problems, a type of library research is used with a 

normative juridical approach, which combines a statute approach and a case 

approach. Data collection techniques are carried out by analyzing legal documents 

in the form of legislation and observing the publication of party financial 

information on the official website. 

The results showed that digital-based political party fund management is not 

only urgent to realize transparency, but also to increase accountability in the 

management of public funds. It is necessary to standardize financial reports by 

requiring political parties to use Interpretation of Financial Accounting Standards 

(ISAK) 35 so that the financial reports of political parties are uniform and the 

publication of financial reports must be carried out on each political party's official 

website to encourage transparency and accountability. The ideal article in 

Indonesian legislation should include the obligation of political parties to publish 

financial reports openly through digital platforms that can be accessed by the public 

periodically starting from the planning, implementation and reporting stages, and 

establish strict sanctions for political parties that violate these provisions. Thus, the 

digitalization of political party fund management is expected to create a cleaner and 

more credible democratic system in Indonesia. 

 

Keywords: Digitalization, Party Fund Management, Transparency. 
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MOTTO 

“Memang benar, segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing, tapi suatu hari 

nanti takdir itu akan terwujud. Maka masing-masing ciptaan harus bertransformasi 

menjadi sesuatu yang lebih baik, dan mencapai takdir yang baru, hingga suatu hari 

kelak Jiwa Dunia menjadi satu kesatuan yang utuh” 

Sang Alkemis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendirian partai politik merupakan perwujudan hak warga negara untuk berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. 

Melalui partai politik, rakyat dapat menggunakan hak untuk mengeluarkan 

pendapatnya. Keragaman pendapat dalam masyarakat akan menimbulkan 

keinginan untuk membentuk partai politik yang berbeda-beda berdasarkan 

keragaman pendapat yang ada. Dengan demikian pada hakekatnya negara tidak 

membatasi jumlah partai politik yang didirikan oleh rakyat1. Dalam keberagaman 

partai politik saat sekarang ini, setiap partai politik memiliki kedudukan, fungsi, 

hak maupun kewajiban yang sama dan setara.  

Namun, dinamika politik demokratis tidak dapat berjalan efektif tanpa 

dukungan keuangan yang memadai. Stabilitas partai sangat bergantung pada 

ketersediaan dana yang mencukupi untuk menjalankan operasional, 

menyelenggarakan pendidikan politik, serta berkomunikasi dengan masyarakat.2 

Pada awalnya, pendanaan partai bersumber dari iuran anggota dan sumbangan 

sukarela. Namun, ketergantungan terhadap dana non-negara sering kali 

menimbulkan konflik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, 

 
1 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. 

2 Sidik Pramono. Pengendalian Keuangan Partai Politik, (Jakarta: Kemitraan bagi 

Pembaharuan Tata Pemerintahan 2011), hlm. 3. 
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negara turut berperan dalam mendukung stabilitas finansial partai politik dengan 

memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendatan dan 

Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik (UU 2/2011).3 

Bantuan keuangan dari negara ini hanya diberikan kepada partai politik 

yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan 

besaran yang ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.4 Pendanaan 

publik ini bertujuan untuk memperkuat partai politik dalam menjalankan peran 

demokratisnya tanpa bergantung pada donasi pihak ketiga yang berpotensi 

menimbulkan kepentingan transaksional. Namun, karena dana tersebut bersumber 

dari pajak masyarakat, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan 

akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan. 

Kebijakan pendanaan ini memiliki tujuan strategis untuk memperkuat peran 

partai politik sebagai institusi demokrasi yang vital dalam menjembatani aspirasi 

rakyat dengan kebijakan pemerintah. Disamping itu, regulasi juga menetapkan 

kewajiban yang tegas bagi partai politik untuk melaporkan keuangan partai. Pasal 

 
3 Arfiani & Syofiarti. “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan 

Pemilihan Umum,” Journal of Swara Justisia, Vol 7:4 (Januari 2024), hlm. 1284-1285. 

4 Ibid, hlm. 1285. 
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39 ayat (1) UU 2/2011 secara eksplisit mengharuskan setiap partai politik untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan secara berkala kepada pemerintah.5 

Untuk memastikan transparansi penggunaan dana publik, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) hadir 

dengan menetapkan partai politik sebagai badan publik yang wajib menyediakan 

informasi kepada pemerintah. Pasal 15 huruf d UU 14/2008 secara eksplisit 

mewajibkan partai politik untuk membuka akses informasi terkait penelolaan dan 

penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Regulasi ini 

menegaskan bahwa partai politik harus bertanggungjawab kepada publik atas 

pengelolaan keuangan yang bersumber dari negara. 

Mekanisme pelaporan dalam UU 14/2008 terhadap keuangan partai politik 

mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam undang-

undang tersebut. Pasal 7 UU 14/2008 mewajibkan badan publik, termasuk partai 

politik, untuk menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon 

informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sehingga 

partai politik harus proaktif dalam menyediakan informasi keuangan mereka dan 

memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh publik. Maka dari itu, 

berlaku pula Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) UU 14/2008 kepada partai politik 

yang menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses 

 
5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
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serta harus diperoleh masyarakat dengan cpeat dan tepat waktu, biaya ringan dan 

cara sederhana.6 

Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum untuk keterbukaan 

informasi, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara 

regulasi dan praktik. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia 

(TII), mayoritas partai politik tidak secara rutin mempublikasikan laporan 

keuangannya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana publik.7 Disisi 

lain, meskipun UU 14/2008 bertujuan memberikan akses informasi yang luas, 

dalam praktiknya akses ini terbatas pada dana yang berasal dari APBN dan APBD.8 

Beberapa partai politik hanya memberikan laporan keuangan kepada instansi 

pemerintah tertentu, tanpa memastikan askes terbuka bagi masyarakat luas. Masih 

terdapat partai politik yang tidak mempublikasikan laporan keuangan melalui situs 

resmi partai politik dan masih menggunakan sistem manual juga menjadi faktor 

yang menghambat transparansi, di mana banyak laporan hanya tersedia dalam 

bentuk fisik yang sulit diakses publik dan rentan terhadap manipulasi data.9 

 
6 Seira Tamara, dkk. Mengurai Praktik Keterbukaan Informasi Partai Politik, (Jakarta 

Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2022), hlm. 2. 

7 Transparency International Indonesia. (2022). Publikasi Laporan Keuangan, Syarat 

Wajib menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. Diakses pada 7 November 

2024 dari  https://transparansi.id/publikasi-laporan-keuangan-syarat-wajib-menuju-transparansi-

dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik/ 

8 Pasal 15 f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

9 Moch. Januar Rizky. (2022). Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Parpol. Diakses pada 7 November 2024 dari 

https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-

akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef7/?page=2 

https://transparansi.id/publikasi-laporan-keuangan-syarat-wajib-menuju-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik/
https://transparansi.id/publikasi-laporan-keuangan-syarat-wajib-menuju-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik/
https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef7/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef7/?page=2
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Minimnya keterbukaan ini berdampak pada meningkatnya potensi korupsi 

dan penyalahgunaan dana publik. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan 

penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yabg menyeret 

pengurus inti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

Kota Solo, dengan total indikasi penyelewengan mencapai Rp89.600.000,00 

(delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).10 Penyimpangan ini terlihat 

dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol untuk kegiatan pendidikan 

politik periode 2019-2022, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan 

dana, pencatatan yang tidak transparan dan laporan fiktif. 

Sejalan dengan temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 

audit semester pertama 2023 menemukan banyak kejanggalan dalam penerimaan 

dan penggunaan Banparpol di tingkat DPD, Dewan Pimpinan  Wilayah (DPW), dan 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas 17 (tujuh belas) partai politik nasional dan 5 

(lima) partai lokal. Dari 5.199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan) laporan 

LPJ Banparpol yang diperiksa, BPK mengidentifikasi penyimpangan termasuk 

penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, ketidaksesuaian pencatatan, serta 

kurangnya bukti pertanggungjawaban yang sah.11 Temuan ini mengindikasikan 

bahwa ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana partai bukan sekadar kasus 

individual, tetapi sudah menjadi polemik yang berulang. Lemahnya transparansi 

 
10 Fristin Intan S., & Gloria Setyvani P. (2024). Diduga Selewengkan Dana Bantuan Parpol 

Rp89 Juta, Ini Kata PSI Solo. Diakses pada 20 Januari 2025 dari 

https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/194435278/diduga-selewengkan-dana-bantuan-

parpol-rp-89-juta-ini-kata-psi-solo?page=all#page2 

11 Muhamad Fajar R. (2023). BPK Temukan Penyalahgunaan Dana Bantuan Partai Politik 

di Daerah. diakses pada 20 Januari 2025 dari 

https://katadata.co.id/berita/nasional/656faf9e9bc8d/bpk-temukan-penyalahgunaan-dana-bantuan-

partai-politik-di-daerah 

https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/194435278/diduga-selewengkan-dana-bantuan-parpol-rp-89-juta-ini-kata-psi-solo?page=all%23page2
https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/194435278/diduga-selewengkan-dana-bantuan-parpol-rp-89-juta-ini-kata-psi-solo?page=all%23page2
https://katadata.co.id/berita/nasional/656faf9e9bc8d/bpk-temukan-penyalahgunaan-dana-bantuan-partai-politik-di-daerah
https://katadata.co.id/berita/nasional/656faf9e9bc8d/bpk-temukan-penyalahgunaan-dana-bantuan-partai-politik-di-daerah
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juga membuka ruang bagi praktik politik transaksional yang bertentangan dengan 

demokrasi dan akuntabilitas keuangan partai politik. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pengelolaan dana berbasis digital 

hadir guna meningkatkan transparansi melalui pencatatan transaksi yang lebih rinci 

dan real-time. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

informasi mengenai penggunaan dana oleh partai politik, sehingga mendorong 

keterlibatan publik dalam proses pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi 

dapat membantu mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan efisiensi 

dalam proses pelaporan. 

Selain itu, digitalisasi pengelolaan dana partai politik dapat mendukung 

keterbukaan informasi dan mendorong tata kelola yang baik. Melalui sistem digital, 

proses pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, memungkinkan 

identifikasi yang jelas terhadap partai politik yang mematuhi prinsip transparansi.12 

Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan partai 

dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan 

publik.13 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidakpatuhan partai politik dalam pelaporan dana politik, serta untuk 

menganalisis bagaimana regulasi yang ada, termasuk UU 2/2011 dan UU 14/2008 

 
12 Nana Suryana. “Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis Web di Era 

Keterbukaan,” Observasi, Vol 12:1 (30 Mei 2014), hlm. 53. 

13 Nurhadi, A, "Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Partai 

Politik,” Jurnal Manajemen, Vol. 19: 4 (2020), hlm. 301-315. 
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dapat diperbaiki agar lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. 

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran pengelolaan dana berbasis digital 

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi partai politik yang 

akan penyusun kaji secara yuridis-normatif dengan lingkup pembahasan yang 

terbatas pada informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik ysng 

bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf d UU 

14/2008. Oleh karena itu, penyusun mengangkat judul, “Urgensi Pengelolaan 

Dana Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan 

Akuntabilitas Demokrasi”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapakah pengelolaan dana partai politik berbasis digital diperlukan 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik di 

Indonesia? 

2. Pasal-pasal mana sajakah yang perlu ditinjau ulang dalam rangka 

mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penyusun memiliki 

tujuan penelitian sebagai berikut: 
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1. Tujuan Objektif 

a. Untuk menjelaskan pengelolaan dana partai politik berbasis digital 

diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai 

politik di Indonesia; 

b. Untuk menganalisis pasal-pasal yang perlu ditinjau ulang dalam rangka 

mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

2. Tujuan Subjektif 

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait urgensi pengelolaan 

dana partai politik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi. 

3. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca 

maupun peneliti antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian yang dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat 

memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan partai politik, 

khususnya dalam konteks digitalisasi, sehingga memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pengelolaan dana partai 

politik dalam era informasi serta dapat memberikan wawasan baru 

mengenai korelasi antara penggunaan teknologi informasi dan 

peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

partai politik, yang merupakan aspek vital dalam demokrasi; 

2) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam 

mengenai pasal-pasal ditinjau ulang dalam rangka mengakomodasi 
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digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktik 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi partai 

politik untuk merancang dan menerapkan sistem pengelolaan dana 

berbasis digital yang efektif, serta mengoptimalkan proses 

administrasi dan pelaporan keuangan; 

2) Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

mengenai regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi 

digital dalam pengelolaan dana partai, termasuk perlunya infrastruktur 

pendukung dan pelatihan untuk anggota partai. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka merupakan kajian hasil penelitian yang membahas subjek yang 

sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, 

dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah 

penyusun mengkaji berbagai literatur terkait dengan “Urgensi Pengelolaan Dana 

Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Demokrasi”, penyusun menemukan beberapa penelitian yang memiliki variabel 

tema serupa namun secara spesifik memiliki perbedaan. 

Karya pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Sekar Anggun Gading Pinilih 

dengan judul “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan 

Keuangan Partai Politik”, penelitian ini menekankan bahwa partai politik 

berfungsi sebagai alat demokrasi yang penting, yang memerlukan dukungan 
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finansial dari berbagai sumber untuk menjalankan aktivitasnya.14 Namun, 

pengelolaan dana yang tidak transparan sering kali mengarah pada dugaan korupsi. 

Oleh karena itu, peneliti mengusulkan perlunya regulasi yang lebih ketat yang 

mewajibkan partai politik untuk menyusun laporan keuangan yang jelas mengenai 

sumber dana dan penggunaan dana selama pemilu. Selain itu, perlu ada sanksi bagi 

partai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ini, serta lembaga pengawas 

untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini lebih fokus 

pada aspek regulasi dan pertanggungjawaban keuangan secara umum, sedangkan 

penelitian yang akan penyusun tulis menekankan pada pengelolaan dana berbasis 

digital sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Karya kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Metrina Tosika, Khairul Fahmi 

dan Asrinaldi dengan judul “Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye 

Partai Politik”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perlunya integrasi 

laporan keuangan partai politik dan dana kampanye dalam suatu sistem informasi 

yang dapat diakses oleh publik secara luas. Adapun dalam penelitian ini 

mengemukakan bahwa laporan keuangan partai politik dan dana kampanye di 

Indonesia sering kali tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan publik untuk 

mengakses informasi yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana. Penyusun 

mengusulkan perlunya sistem informasi yang mengintegrasikan semua laporan 

keuangan partai politik, termasuk pendapatan dan pengeluaran dari berbagai 

 
14 Sekar Anggun Gading Pinilih, “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan 

Keuangan Partai Politik,” Mimbar Hukum, Vol. 29:1 (Februari 2017), hlm. 73. 
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sumber.15 Dengan adanya sistem ini, diharapkan kualitas pemilihan umum dan 

demokrasi dapat meningkat melalui akses yang lebih baik terhadap informasi 

keuangan partai. Penelitian ini fokus membahas terkait integrasi laporan keuangan 

partai dan dana kampanye, sedangkan penelitian yang akan penyusun tulis akan 

membahas penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana partai politik. 

Karya ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Arfiani dan Syofiarti dengan 

judul “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan 

Pemilihan Umum”. Penelitian ini membahas isu transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia, khususnya terkait dengan 

dana yang digunakan dalam pemilihan umum. Penyusun menekankan bahwa 

keterbukaan informasi finansial sangat penting untuk mencegah praktik korupsi di 

Indonesia.16 Keterbukaan ini mencakup pelaporan yang akuntabel mengenai semua 

sumber dana yang diterima oleh partai politik, termasuk sumbangan dari anggota 

partai dan bantuan dari pemerintah. Penelitian ini juga membahas bagaimana 

pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN dan APBD harus dilakukan 

secara transparan, tidak hanya terbatas pada dana tersebut tetapi juga mencakup 

semua sumber penerimaan lainnya. Maka berdasarkan penelitian ini, pelaporan 

keuangan partai politik harus mencakup semua sumber penerimaan dana dan 

merekomendasikan tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran, bukan 

 
15 Metrina Tosika, Khairul Fahmi & Asrinaldi, “Integrasi Laporan Keuangan dan Dana 

Kampanye Partai Politik,” Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. V:1 (April 2020), hlm. 

46. 

16 Arfiani & Syofiarti, “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan 

Pemilihan Umum,” Journal of Swara Justisia, Vol. 7:4 (Agustus 2023), hlm. 1289. 
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hanya sanksi administratif. Penelitian ini memfokuskan terkait evaluasi 

transparansi keuangan partai selama Pemilu, sedangkan penelitian yang akan 

penyusun tulis menawarkan solusi konkret melakui penerapan teknologi digital 

sebagai alat untuk meningkatkan transparansi secara keseluruhan. 

Karya keempat adalah Jurnal yang ditulis oleh Susanto dan Muhamad Iqbal 

dengan judul “Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan 

Informasi Keuangan Partai Politik”. Penelitian ini membahas tentang 

keterbukaan informasi sebagai momentum untuk mewujudkan good governance 

dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Meskipun UU 

14/2008 memberikan akses informasi kepada publik, partai politik sebagai lembaga 

publik masih sulit memberikan informasi yang diminta. Maka berdasarkan 

penelitian ini, setiap kegiatan penyelenggaraan partai politik harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian 

ini fokus menganalisis dinamika penegakan hukum terkait keterbukaan informasi 

keuangan partai politik secara umum, sedangkan penelitian yang akan penyusun 

tulis membahas solusi dari masalah keterbukaan informasi pengelolaan dana partai 

politik yang bersumber dari APBN/APBD, yaitu melalui digitalisasi. 

E. Kerangka Teoritik 

Kajian teori yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu tahapan pada proses 

penelitian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan langkah-



13 

 

langkah penelitian.17 Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Teori Good governance (Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas) 

Good governance memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan 

pengelolaan dana partai, sebab dengan adanya teori ini dapat memastikan bahwa 

dana yang diperoleh partai politik digunakan secara terbuka, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat 

dalam mencapai tujuan nasional, terutama dalam memberikan pelayanan yan adil 

dan merata bagi seluruh warga negara.18 Dengan good governance, pemerintah 

diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa 

setiap kebijakan dan keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan rakyat. 

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), terdapat 9 

(sembilan) prinsip dalam menyelenggarakan good governance, yaitu:19 

a. Partisipasi, yaitu warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam proses 

penyelenggaraan negara, baik langsung maupun melalui perwakilan yang 

sah; 

 
17 E. Surahman, dkk, “Kajian teori dalam penelitian,” Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 

Vol 3:1 (2020), hlm. 49-50. 

18 Agus Sugiyardi, “Urgensi Penerapan Good Governance dalam Mewujudkan Kualitas 

Pelayanan Publik yang Baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pamekasan),” Public Corner, Vol 14:2 (2019), hlm. 86. 

19 Khairudin, Soewito & Aminah. Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-

Government di Indonesia, Banyumas: CV. Amerta Media, hlm. 15-16. 
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b. Aturan hukum, yaitu penegakan hukum yang adil dan bebas diskriminasi 

yang didukung dengan sistem hukum yang kuat dan kualitas sumber daya 

manusia; 

c. Transparasi, dimana pemerintah wajib memberikan akses informasi yang 

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Daya tanggap, yaitu pemerintah harus merespon kebutuhan masyarakat 

dan menyediakan solusi sesuai dengan harapan dan kepentingan publik; 

e. Berorientasi konsensus, yaitu pemerintah bertindak sebagai mediator 

untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengakomodasi kepentingan 

berbagai pihak; 

f. Berkeadilan, yaitu pemerintah menjamin kempatan yang sama bagi 

seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin maupun 

latar belakang, guna meningkatkan kualitas hidup; 

g. Efektif dan efisien, yaitu pemerintah harus mencapai tujuan yang 

ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan hasil 

yang maksimal; 

h. Akuntabilitas, yaitu setiap pengambilan keputusan harus 

bertanggungjawab atas kebijakan dan tindakannya, baik kepada publik 

maupun pihak terkait; dan 

i. Visi strategis, yaitu pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan 

jangka panjang untuk menciptakan masa depan yang baik dan sejahtera 

berdasarkan nilai-nilai universal. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun, akan fokus mengkaji dua 

prinsip dari sembilan prinsip good governance sembilan prinsip good governance 

yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua 

prinsip ini dapat menjadi fondasi dari sistem pengelolaan dana yang baik dalam 

sebuah partai politik. Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini yang ingin 

menekankan urgensi pengelolaan dana partai politik berbasis digital untuk 

mewujudkan demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. 

a. Prinsip Transparansi 

Transparansi ialah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan 

informasi yang jelas dan terbuka kepada publik secara teratur, sehingga masyarakat 

dapat mengetahui proses pengambilan keputusan dan hasil yang dicapai. Prinsip ini 

mengharuskan pemerintah menyediakan dokumen yang mudah diakses, 

menyajikan informasi yang komprehensif dan dapat dipahami, serta memastikan 

adanya sistem terbuka dalam setiap tahapan kebijakan.20 Selain itu, adanya regulasi 

yang mendukung dan menjamin proses keterbukaan ini agar masyarakat dapat 

mengawasi dan memastikan pemerintahan berjalan dengan akuntabel. 

Hubungan pengelolaan dana partai politik berbasis digital dengan prinsip 

transparansi yaitu transparansi menjadi kunci dalam memastikan bahwa 

pengelolaan dana partai politik dapat diakses secara terbuka dan jelas, sesuai 

dengan amanat Pasal 15 huruf d UU 14/2008. Prinsip ini menjadi penting sebab 

teknologi digital memungkinkan proses pengelolaan anggaran dapat diakses 

 
20 Rizal Fadly, dkk. “Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sudirman 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros,” Jurnal Prinsip, Vol 1:1 (2024), hlm. 601. 
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dengan mudah dan cepat, sehingga mendorong partai politik untuk lebih berhati-

hati dan jujur dalam penggunaan dana tersebut. 

b. Prinsip Akuntabilitas 

Menurut UU 14/2008, akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif.21 Dalam hal ini, akuntabilitas bukan hanya 

soal pelaporan, tetapi juga memastikan bahwa setiap fungsi dan proses yang 

dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam pengelolaan dana partai politik berbasis digital, prinsip akuntabilitas 

menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan 

dikelola oleh partai politik digunakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Ssitem pengelolaan dana berbasis digital yang memberikan akses 

lebih mudah dan jelas kepada publik memungkinkan partai politik untuk lebih 

mudah mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan terkait 

penggunaan dana tersebut. 

2. Teori Digital governance 

Tata kelola digital atau Digital governance merupakan kerangka untuk 

membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan yang 

menggunakan situs web, seluler, media sosial, hingga produk layanan lain yang 

menggunakan internet.22 Apabila kita mengaitkan dengan pengelolaan dana partai 

politik berbasis digital, teori ini sangat relevan yang mana dapat membantu 

 
21 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

22 L. Welchman, “Managing Chaos Digital governance By Design”, Journal of Chemical 

Information and Modeling, Vol. 53, 2015. 
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mewujudkan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

penerapan digital governance, partai politik dapat mengimplementasikan sistem 

pelaporan keuangan yang transparan, sehingga semua transaksi dapat diakses oleh 

publik secara real-time. 

Salah satu aspek dari digital governance ialah dapat mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat dapat dengan mudah memantau 

penggunaan laporan keuangan partai politik melalui platform digital dan  tidak 

dapat dimanipulasi dalam menjamin keabsahan laporan dana partai politik sehingga 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Selain itu, penerapan 

teknologi digital dalam pengelolaan dana partai politik juga memungkinkan adanya 

audit yang lebih efektif dan efisien, di mana laporan keuangan dapat diperiksa 

secara independen oleh pihak ketiga. 

Oleh karena itu, pengimplementasian teori digital governance dalam 

pengelolaan dana partai politik berbasis digital sangat penting untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui integrasi 

teknologi informasi, partai politik tidak hanya dapat memperbaiki pengelolaan 

dana, namun dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat 

dalam proses politik. 

F. Metode Penelitian 

Secara epistimologis, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu “research”, 

dimana terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu “re” yang berarti mengulang atau kembali 

dan “search” yang berarti mencari. Sehingga, research dapat diartiikan sebagai 
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proses pencarian yang dilakukan berulang kali.23 Selain itu, penelitian merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisasi dan dilakukan secara 

cermat untuk menggali informasi atau fakta guna menemukan kebenaran. 

Pemahaman tentang kebenaran dalam suatu ilmu diperoleh melalui 

pendekatan atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode 

penelitian merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang mencakup perumusan 

masalah, analisis data, penarikan kesimpulan hingga mencari solusi dari masalah 

tersebut.24 Oleh karena itu, guna mempermudah arah penelitian skripsi ini, 

penyusun menyajikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan metode 

penelitian ini, diantaranya yaitu: 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dalam mencari atau 

menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, 

jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam 

penelitian.25 Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data sekunder atau bahan-

bahan koleksi kepustakaan saja, sehingga tidak menggunakan data primer atau data 

empiris. 

 
23 Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 4. 

24 Suryana, Metode Peneltian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15. 

25 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’, Volume 08, No. 01, Mei 

2014, hlm. 68. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif 

dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar dapat 

menguraikan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pengelolaan dana partai politik serta menganalisis urgensi pengelolaan dana partai 

politik berbasis digital sehingga dapat berkontribusi terhadap transparansi dan 

akuntabilitas sistem demokrasi. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan 

perundang-undangan dan literarur yang terkait dengan pengelolaan dana, yaitu UU 

2/2011 dan UU 14/2008. 

4. Bahan Hukum Penelitian 

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan penelitian 

ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung 

dengan pengelolaan dana partai politik berbasis digital dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Adapun penjelasan dari masing-masing 

bahan hukum yaitu: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena 

dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan 

penyusun dalam skripsi terdiri dari: 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik; 

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer.26 Bahan hukum sekunder 

berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, pendapat ahli yang berkaitan 

dengan tema kajian skripsi ini untuk memperkaya informasi terkait 

implementasi regulasi di lapangan serta memberikan tentang urgensi 

pengelolaan  dana partai politik berbasis digital. Sedangkan bahan hukum 

tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus dan 

ensiklopedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Silalahi, pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan 

data dengan menggunakan teknik tertentu.27 Suatu penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan apabila tidak 

mengetahui teknik pengumpulan data, sebab teknik pengumpulan data menentukan 

kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil 

penelitian. 

 
26 Ibid, hlm. 70. 

27 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 280. 
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Terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum, 

yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara, dan observasi.28 Dalam 

penelitian ini, penyusun menggunakan  penelitian yuridis normatif, sehingga teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen tau kepustakaan. Studi 

dokumen atau kepustakaan yang dilakukan penyusun yaitu untuk mengumpulkan, 

memeriksa dan menelusuri dokumen hukum yang dapat memberikan informasi 

yang diperlukan untuk penyusun. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari studi kepustakaan, maka hal pertama yang perlu dilakukan yaitu 

mengkaji ketentuan hukum positif tertulis.29 Setelah data yang atau literatur yang 

terkait dengan penelitian telah dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi. 

Setelah itu dilakukan klasifikasi secara sistematis dan logis lalu dianalisis secara 

komprehensif dengan interpretasi bahan-bahan hukum untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, diharapkan penelitian dapat 

memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang 

diteliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul, “Urgensi Pengelolaan Dana 

Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Demokrasi”, akan membuat sistematika penyusunan dalam beberapa bab yang 

tersusun sistematis yang terdiri dari : 

 
28 Bachtiar. Metode Penelitian Hukum, (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 139. 

29 Ika Atikah. Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hlm. 73. 
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Bab pertama, berisi Pendahuluan, merupakan sub awal yang isinya meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang 

mendeskripsikan secara singkat gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun. 

Bab kedua, berisikan pendalaman konsep teori sebagai pisau analisis dalam 

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, dimana teori yang digunakan oleh 

penyusun yaitu teori Good governance dan teori Digital governance. 

Bab ketiga, menguraikan kondisi pengelolaan dana partai politik di 

Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab pembahasan, yang mana 

sub bab pertama akan mmembahas mengenai regulasi pengelolaan dana partai 

politik dalam hukum positif baik yang diatur dalam UU 2/2011 maupun dalam UU 

14/2008. Sub-bab kedua akan menyoroti kondisi faktual pengelolaan dana partai 

politik di Indonesia. Kemudian pada sub-bab ketiga akan menganalisis 

problematika pengelolaan dana partai politik. 

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian 

yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu 

menganalisis urgensi pengelolaan dana berbasis digital dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Pembahasan dibagi menjadi 2 (dua) sub-

bab. Sub-bab pertama akan membahas urgensi pengelolaan dana partai politik 

berbasis digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik di 

Indonesia. Sub bab kedua akan membahas pasal-pasal yang perlu ditinjau ulang 
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dalam rangka mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik, baik 

pada UU 14/2008 maupun UU 2/2011. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari 

permasalahan serta pembahasan dalam penelitian ini. Terdapat saran yang 

diberikan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat dalam objek 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan dalam penelitian yang dikaji, 

dapat disimpulkan: 

1. Digitalisasi bukan hanya sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak 

dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi di Indonesia, 

mengingat kesenjangan implementasi prinsip keterbukaan informasi yang 

terungkap melalui pemantauan situs resmi partai politik. Oleh karena itu, 

agar laporan keuangan partai politik ridak hanya sekedar formalitas belaka, 

maka perlu adanya item teknis yang wajib tersedia dalam situs resminya, 

seperti menu informasi publik, laporan keuangan, form permohonan 

informasi, formulir keberatan, dan layanan pengaduan masyarakat. 

Kemudian, perlu adanya standarisasi laporan keuangan dimana setiap partai 

politik wajib menggunakan ISAK 35, sehingga laporan keuangan tiap partai 

politik seragam. Selain itu, dalam melakukan pelaporan keuangan yang di 

publikasikan secara digital,  partai politik wajib untuk menyampaikan mulai 

dari tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, dan laporan 

keuangan. 

2. Untuk mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam 

peraturan perundang-undangan Indonesia, diperlukan pembaruan 

menyeluruh terhadap UU 14/2008 dan UU 2/2011 guna mengintegrasikan 

teknologi informasi dalam setiap aspek pelaporan keuangan partai. 
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Rancangan pasal yang ideal harus mewajibkan partai politik untuk 

menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara transparan dan 

akuntabel melalui platform digital yang mudah diakses publik secara 

berkala, mencakup rincian mengenai sumber, penggunaan, dan alokasi 

dana, serta mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh 

lembaga independen seperti BPK. Kemudian, perlu adanya kewajiban 

kepada partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangannya mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan. Selain itu, perlu 

ditetapkan sanksi yang lebih tegas dan proporsional bagi partai politik yang 

tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, sehingga dapat 

memberikan efek jera terhadap potensi penyalahgunaan dana publik dan 

mencegah manipulasi data keuangan. Dengan demikian, penerapan 

digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam 

pengelolaan dana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan 

publik terhadap partai politik, sehingga berkontribusi pada terwujudnya 

sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam mewujudkan 

digitalisasi pendanaan partai politik sehingga tercapainya transparansi dan 

akuntabilitas demokrasi yaitu: 

1. Untuk memastikan implementasi pengelolaaan dana yang efektif, penguatan 

infrastruktur teknologi di tingkat partai politik dan penyedia layanan sistem 

digital sangat penting. Selain itu, pengurus partai politik perlu diberikan 



87 

 

pelatihan intensif dalam pengelolaan dana berbasis digital agar dapat 

memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Partisipasi masyarakat 

sebagai pengawas eksternal juga diperlukan untuk menjamin transparansi 

pengelolaan dana partai. Oleh karena itu, sistem pelaporan dana partai harus 

dapat diakses publik secara luas, dengan tetap memperhatikan aspek 

perlindungan data pribadi yang relevan. 

2. Penguatan kerangka regulasi digital, dimana pemerintah dan DPR perlu 

merumuskan regulasi yang mendukung digitalisasi pengelolaan dana partai 

politik, termasuk kewajiban pelaporan dana melalui sistem berbasis digital 

yang aman dan transparan. Regulasi ini harus mengakomodasi 

perkembangan teknologi serta memberikan ruang bagi inovasi dalam 

pengelolaan dana guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem 

pengelolaan dana partai.  
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